
 

 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
(BPKP) 

 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

 
NOMOR : KEP-523/K/1995 

TENTANG 
PEMBERIAN KUASA PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS TINGKAT II UNTUK GELOMBANG I DAN 
GELOMBANG II BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 

1995/1996. 
 

KEPALA BADAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN, 
 

Menimbang : 
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunah dipandang perlu untuk memberikan kuasa kepada Kepala Pusat 
Pendidikan dan Latihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

b. bahwa untuk pemberian kuasa tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan; 
 
Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil; 
3. Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  
 
Memperhatikan : 
Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua lembaga Administrasi Negara 
Nomor : 12/SE/1981 dan Nomor : 193/SEKLAN/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981; 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
TENTANG PEMBERIAN KUASA PENYEl£NGGARAAN UJIAN DINAS TINGKAT II 
UNTUK GELOMBANG I DAN GElOMBANG II KEPADA PUSDIKLAT PENGAWASAN 
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, TAHUN ANGGARAN 
1995/1996. 

 
PERTAMA : Memberikan kuasa kepada Kepala Pusdiklat Pengawasan untuk atas nama Kepala Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat II bagi 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 

 
KEDUA : Pembentukan Panitia/Pemeriksa Ujian, Staf Tata Usaha serta penunjukan/pengangkatan 

Pembuat Naskah Ujian Dinas Tingkat II Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
Tahun Anggaran 1995/1996 dilakukan oleh Deputi Bidang Administrasi Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan. 

 
KETIGA : Kepala Pusdiklat Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan wajib 

melaporkan hasil penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat II kepada Kepala Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan. 

 
KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran 

Belanja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996. 
 
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Mei 1995 dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari 

terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan 
seperlunya. 

 
 

DITETAPKAN DI : JAKARTA 
PADA TANGGAL : 23 Mei 1995  

KEPALA 
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN 

DAN PEMBANGUNAN 
 

TTD 
 

Drs. Soedarjono 
NIP.060028787 



 

 

 
SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 
1. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
2. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 
3. Bapak Menteri/Sekretaris Negara; 
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara; 
5. Ketua Lembaga Administrasi Negara; 
6. Para Deputi di Lingkungan BPKP; 
7. Para Kepala Pusat di Lingkungan BPKP; 
8. Kepala Biro Keuangan BPKP; 
9. Para Kepala Perwakilan di Lingkungan BPKP; 
10. Bendaharawan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 
11. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I di Jakarta; 
12. Pertinggal. 


